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BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 2T1TAHUN 2021

TENTANG
PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT
SEBELUM DISAHKAN DPA-SKPD TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Dacrah bahwa Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib
dan mengikat sebelum DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat
membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan setelah
diterbitkan peraturan kepala dacrah tentang belanja wajib dan
mengikat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta
tentang Pengeluaran Belanja Yang Bersifat Wajib dan Mengikat
Sebelum Ditetapkan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
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23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI PURWAKARTA TENTANG

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN
MENGIKAT SEBELUM DISAHKAN DPA-SKPD TAHUN

ANGGARAN 2022,
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l.
2,

Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan uraian pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Purwakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan scbagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
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BAB II
PENGELUARAN DAN JENIS BELANJA YANG BERSIFAT

WAJIB DAN MENGIKAT

Bagian Pertama
Pengeluaran
Pasal 2

Dalam rangka melaksanakan kegiatan SKPD sebelum disahkannya DPA-SKPD
Tahun Anggaran 2022, maka dapat dikeluarkan dana yang bersumber dari
belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

Bagian Kedua
Belanja Yang Bersifat Wajib
Pasal 3

Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain
pendidikan, keschatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketiga
Belanja Yang Bersifat Mengikat
Pasal 4

Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan

secara terus menerus dan harus dialokasikan olch pemerintah daerah dengan

jumlah yang cukup untuk keperluan sctiap bulan dalam tahun anggaran

berkenaan, yaitu:

(a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan;

(b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik
dan internet.

BAB III
KETENTUAN LAIN
Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati

Purwakarta tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2022,
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3| Desember 202!

WA BUPATI PURWAKARTA, /@
/"

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 202

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

L

[YUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR %14

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

